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Abstrak

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara yang sering dising-
kat dengan Peratun sebagai bagian dari peradilan administrasi sa-
ngat dibutuhkan di suatu negara hukum, karena adanya peradilan
administrasi negara merupakan salah satu ciri dari negara hukum.
Negara Indonesia sebagai salah satu negara hukum yang bertipe
Welfare State sudah selayaknya mempunyai Peradilan Tata Usaha
Negara, walaupun peradilan tersebut secara efektif baru berjalan
sejak tahun 1991.

Peradilan Tata Usaha Negara ini diadakan dalam rangka mem-
berikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan termasuk pe-
gawai negeri yang merasa dirugikan haknya akibat dari dikeluar-
kannya atau tidak dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha
Negara oleh alat administrasi negara, yang dalam pelaksanaannya
dilakukan oleh pimpinan suatu instansi pemerintah.

Kehadiran Peratun memberikan harapan pada warga masyara-
kat yang merasa dirugikan haknya oleh badan atau pejabat-peja-
bat negara maupun pimpinan suatu instansi selaku wakil dari ne-
gara. Oleh karena itu dapat kita fahami bahwa di dalam penyele-
saian sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara ini pihak
penggugat adalah warga masyarakat sedangkan pihak tergugat
adalah pejabat pemerintah atau pimpinan instansi pemerintah se-
laku alat negara. Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara me-
lalui Peradilan Tata Usaha negara ini merupakan salah setu jenis
dari pertanggungjawaban seorang pimpinan di dalam melaksana-
kan tugasnya, yang dirasa merugikan warga masyarakat.

Pendahuluan

Sebagai salah satu negara
hukum yang menganut Weilfare Sta-
te, pemerintah Indonesia harus me-
nyelenggarakan kesejahteraan bagi
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an bagi warga negaranya. Menurut
Mashudi, agar tujuan tersebut dapat
dicapai, maka dalam menggerakkan
roda penyelenggaraan pemerintahan
diperlukan organ atau perangkat
yang sesuai dengan fungsi dan we-
wenang masing-masing ( SF Marbun
dkk, 2001 : 59 ). Pemberian wewe-
nang terhadap organ-organ negara
untuk melaksanakan tugas dan fung-
sinya termasuk dalam ruang lingkup
Hukum Tata Negara. Sedangkan

pembatasan-pembatasan kewe-
nangan dari tugas dan fungsi organ
negara tersebut masuk dalam ruang
lingkup Hukum Administrasi Negara.

Organ atau perangkat yang
menggerakkan roda penyelenggara-
an pemerintahan negara ini sefing
dikenal dengan istilah alat adminis-
trasi negara atau alat tata usaha Ne-
gara, yang dalam menjalankan tugas
dan fungsinya di pimpin oleh se-
orang pimpinan organisasi atau pim-
pinan instansi pemerintah. Di dalam
UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pera-
dilan Tata Usaha Negara (untuk se-
lanjutnya disebut dengan UU Per-
aturan) organ negara ini di kenal de-
ngan istilah badan atau pejabat tata
usaha negara (Pasal 1 angka 2 UU
Peratun). Alat administrasi negara,
dalam arti luas meliputi seluruh ba-
dan atau pejabat yang menyeleng-
garakan roda kehidupan negara
yang mencakup badan-badan legis-
lati, eksekutif, yudikatif dan badan-
badan lainnya yang bertugas untuk
penyelenggaraan negara. Sedang-
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kan dalam arti yang sempit alat
administrasi negara, hanyalah ba-
dan-badan atau pejabat-pejabat ne-
gara yang menyelenggarakan urus-
an tata usaha negara dalam tingkup
eksekutif (Penjelasan Pasal 1 angka
1 UU Peratun). Dengan demikian
permasalahan-permasalahan seng-
keta tata usaha negara menurut GU
Peratun hanyalah sengketa yang
timbul antara warga negara dengan
alat administrasi negara dalam ling-
kup yang sempit, yakni permasalah-
anpermasalahan yang menyangkut
hubungan antara organ-organ peme-
rintah dalam lingkup eksekutif: dan
warga negara yang merasa dirugi-
kan haknya termasuk pegawai ne-
geri oleh organ-organ pemerintah
yang dalam hal ini diwakili oleh pim-
pinan organisasi pemerintahan ter-
sebut. Menurut R. Soegijatno Tjakra-
negara (1992 : 98), ada tiga (3) jenis
pertanggungjawaban seorang biro-
krat selaku Pegawai Negeri Sipil, ya-
itu : Pertama, pertanggungjawaban
disipliner; Kedua, pertanggungjawa-
ban keuangan negara; dan Ketiga,
pertanggungjawaban melaiui Per-
adilan Administrasi Negara atau Per-
adilan Tata Usaha Negara apabila
terjadi sengketa di bidang kepega-
waian.

Sengketa antara warga negara
dengan organ negara sefing terjadi
akibat dari luasnya pekerjaan dan
fungsi alat administrasi negara untuk
menyelenggarakan kesejateraan
masyarakat dan kepentingan umum.

Penyelesaian Sengketa Mela'rlu_i
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Bahkan sengketa ini sering terjadi
karena asas kebebasan bertindak
yang dipunyai oleh alat administrasi
negara dalam menjalankan tugasnya
kadang-kadang melampaui wewe-
nang yang telah diberikan kepada-
nya. Keadaan ini senng dikenal de-
ngan penyalahgunaan wewenang a-
tau detournement de pouvoir. Seng-
keta antara warga negara dan or-
gan/pejabat negara ini sering muncul
manakala warga negara merasa di-
rugikan haknya oleh perbuatan-per-
buatan yang dilakukan alat adminis-
trasi negara cq pimpinan suatu or-
ganisasi pemerintah, di mana mere-
ka dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya sering menggunakan asas

kebebasan bertindak dengan meng- .

abaikan asas-asas umum pemerin-
tahan yang baik, seperti asas kepas-
tian hukum; asas keseimbangan; a-
sas kesamaan di dalam pengambil-
an keputusan; asas bertindak cer-
mat, asas motivasi untuk setiap ke-
putusan yang dikeluarkan; asas per-
mainan yang layak; asas keadilan
dan kewajaran;, asas menanggapi
pengharapan yang wajar, dan asas-
asas umum pemerintahan yang baik
lainnya.

Untuk menyelesaikan sengketa
yang terjadi antara organ pemerintah
dengan warga negara yang merasa
dirugikan hak-haknya, salah satu al-
ternatif penyelesaian sengketa bisa
dilakukan melalui Peradilan Tata U-
saha Negara. Dasar pertimbangan
dari diadakannya Peradilan Tata
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Usaha Negara di Indonesia, adalah
karena :

1. Negara Indonesia sebagai nega-
ra hukum yang berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 bertu-
juan mewujudkan tata kehidupan
negara dan bangsa yang sejah-
tera, aman, tenteram, serta ter-
tib, yang menjamin persamaan
kedudukan warga masyarakat
dalam hukum, dan yang menja-
min terpeliharanya hubungan
yang serasi, seimbang, serta se-
laras, antara aparatur di bidang
tata usaha negara dengan para
warga negara,

2. Adanya kemungkinan timbulnya
benturan kepentingan, perseli-
sihan, atau sengketa antara ba-
dan atau pejabat tata usaha ne-
gara dengan warga masyarakat
yang dapat merugikan atau
menghambat jalannya pemba-
ngunan nasional.

Namun demikian tidak semua
perbuatan alat administrasi negara
yang merugikan warga masyarakat
dapat dituntut melalui Peradilan Tata
Usaha Negara. Perbuatan alat admi-
nistrasi negara yang bisa dituntut
oleh warga masyarakat termasuk se-
orang pegawai negeri yang merasa
dirugikan haknya melalui Peradilan
Tata usaha Negara, hanyalah per-
buatan alat administrasi negara atau
alat tata usaha negara dalam me-

ngeluarkan keputusan yang berisi

penetapan atau yang sering dikenal



dengan istilah perbuatan dalam me-
ngeluarkan beschikking.

Untuk mengetahui informasi
yang berkaitan dengan penyelesaian
sengketa, melalui Peradilan Tata U-
saha Negara, berikut ini akan dipa-
parkan mengenai Keputusan Tata
Usaha Negara yang bisa dibawa ke
Peradilan Tata usaha Negara (Per-
atun), obyek sengketa tata usaha
negara beserta alasan-alasan untuk
mengajukan gugatan sengketa mela-
jui Peradilan Tata Usaha Negara
(Peratun), dan prosedur penyelesai-
an sengketa melalui Peradilan Tata
Usaha Negara serta tuntutan yang
bisa diajukan penggugat dalam pe-
nyelesaian sengketa melalui Per-
adilan Tata Usaha Negara (Peratun).

Keputusan Tata Usaha Negara
Keputusan tata usaha negara
adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh badan atau pejabat
tata usaha negara. Penetapan terse-
but berisi tindakan hukum tata usaha
negara yang dibuat berdasarkan per-
-aturan perundang-undangan yang
berlaku, bersifat konkrit, individual
dan final, dan penetapan tersebut
menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum per-
data (lihat ketentuan Pasal 1 angka
3 UU Peratun). Dimaksudkan de-
ngan tindakan hukum tata usaha ne-
gara adalah perbuatan hukum yang
dilakukan oleh badan atau pejabat
yang bersumber pada ketentuan hu-
kum serta dapat menimbulkan hak
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atau kewajiban pada orang lain ber-
sifat konkrit artinya obyek yang dipu-
tuskan dalam keputusan tata usaha
negara tersebut sudah tertentu, mi-
salnya penetapan pemberian izin u-
saha untuk si B, pemberhentian si A
sebagai pegawai negeri. Bersifat in-
dividual maksudnya keputusan jata
usaha itu ftidak ditujukan untuk
umum, akan tetapi sudah menunjuk
nama orang-orang tertentu dan juga
hal yang dituju, umpamanya kepu-
tusan tentang pembuatan atau pele-
baran jalan dengan lampiran yang
menyebutkan nama-nama orang
yang terkena keputusan tadi. Bersi-
fat final artinya sudah definitif dan
karenanya dapat menimbulkan aki-
bat hukum. Keputusan yang masih
memeriukan persetujuan
atau persetujuan instansi fain belum
bersifat final karenanya belum dapat
menimbulkan hak atau kewajiban
pada pihak yang dikenai keputusan
(penjelasan Pasal 1 angka 3 Uu
Peratun).

Mengenai bentuk penetapan di
dalam keputusan tata usaha negara
tersebut Philipus M. Hadjon dkk
(1993 : 136), menyatakan bahwa pe-
ngertian penetapan tertulis maksud-
nya cukup ada hitam di atas putih
karena menurut penjelasan Pasal 1
angka 3 UU Peratun dikatakan bah-
wa “form” tidak penting, bahkan nota
dinas atau memo saja sucah meme-
nuhi syarat sebagai penetapan ter-
tulis. Di dalam penjelasan Pasal 1
angka 3 UU Peratun memang di-
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sebutkan bahwa memo atau nota ju-
ga merupakan keputusan badan a-
tau pejabat tata usaha negara asal-
kan sudah jelas nama badan atau
pejabat tata usaha yang mengeluar-
kan; maksud serta mengenai hal apa
isi penetapan tersebut; dan kepada
siapa tulisan itu ditujukan serta apa
yang ditetapkan di dalamnya. Oleh
Karenanya suatu memo atau nota di-
nas yang merugikan warga negara
baik perorangan maupun kelompok
orang atau badan hukum perdata
dapat di bawa ke Peradilan Tata
Usaha Negara. ,
Adapun yang dimaksudkan
~dengan badan atau pejabat tata
usaha negara adalah alat-alat tata

usaha negara yang didalam UU

Peratun disebut dengan badan atau
pejabat negara yang melakukan
urusan pemerintahan atau kegiatan
yang bersifat eksekutif. Philpus M.
Hadjon dkk (1993 : 36) menyatakan
bahwa kegiatan yang bersifat ekse-
kutif itu tidak hanya terbatas pada
perbuatan untuk melaksanakan un-
dang-undang, akan tetapi termasuk
juga perbuatan yang djlakukan ber-
dasarkan freies ermessen atau kebi-
jaksanaaan. Para pejabat negara
mengeluarkan keputusan berdasar-
kan freies ermessen atau asas ke-
bebasan bertindak yang dipunyai
oleh alat administrasi negara karena
_belum ada peraturan perundang-un-
dangannya atau kalaupun ada per-
aturan tersebut sudah tidak sesuai
dengan keadaan jaman, pada hal
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pejabat negara tersebut berdasarkan
kewenangannya dituntut untuk sege-
ra mengeluarkan keputusan guna
menyelesaikan permasalahan-per-
masalahan konkrit yang terjadi yang
diminta oleh warga negara. Kepu-
tusan tata usaha negara yang dibuat
dengan asas kebebasan bertindak
int di dalam praktek banyak sekali di-
keluarkan oleh pejabat dalam hal ini
adalah pimpinan dari suatu instansi
atau alat administrasi negara. Ada-
kalanya seorang pimpinan dari suatu
instansi pemerintah dibenarkan oleh
Hukum administrasi Negara untuk
mengeluarkan Keputusan TUN de-
ngan dasar kebijaksanaan yang di-
punyainya karena belum ada per-
aturan perundangan yang meng-
aturnya atau kalaupun ada peraturan
itu sudah ketinggalan jaman. Per-
buatan mengeluarkan Keputusan
TUN yang dilakukan oleh seorang
pimpinan ini acap kali menimbulkan
kerugian bagi pihak yang dikenal ke-
putusan.

Mengenai badan—badan atau
pejabat-pejabat negara yang menge-
juarkan keputusan tata usaha ne-
gara berdasarkan UU.Peratun, bisa
badan atau pejabat negara (pimpin-
an di instansi) tingkat pusat atau di
tingkat daerah artinya alat adminis-
trasi negara atau alat tata usaha ne-
gara yang menyelenggarakan peme-
rintahan negara di tingkat pusat atau
bisa juga alat administrasi negara
yang menyelenggarakan urusan pée-
merintahan di tingkat daerah (lihat



ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Pe-
ratun). Setelah diberlakukannya oto-
nomi daerah tentunya pejabat-peja-
bat (pimpinan instasi) di daerah sa-
ngat memegang peranan penting da-
lam pengeluaran keputusan tata
usaha negara, bahkan seringkali
peraturan perundang-undangan dan
pusat belum ada sehingga seringkali
pimpinan iinstansi di daerah menge-
luarkan Keputusan Tata Usaha Ne-
gara berdasarkan asas kebebasan
bertindak yang merugikan warga
masyarakat. Keluamya Keputusan
Tata Usaha Negara yang merugikan
warga masyarakat inilah yang dike-
mudian hari sering mengakibatkan
perselisihan antara warga masya-
rakat dengan pemerintah, yang di-
kenal dengan Sengketa Tata Usaha
Negara.

Sengketa Tata Usaha Negara
Berdasarkan ketentuan Pa-
sal 1 angka 4 UU Peratun yang di-
maksudkan dengan Sengketa Tata
Usaha Negara, adalah sengketa
atau perselisihan yang timbul dalam
bidang tata usaha negara baik di
tingkat pusat maupun di daerah, se-
bagai akibat dikeluarkannya Kepu-
tusan Tata Usaha Negara oleh se-
orang pimpinan selaku pejabat ne-
gara, termasuk di dalamnya seng-
keta kepegawaian. Sengketa kepe-
gawaian ini adalah sengketa yang
terjadi di bidang kepegawaian, di-
mana biasanya terjadi konflik antara
pihak bawahan dengan pimpinan
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yang bemula dar dikeluarkannya
atau tidak dikeluarkannya keputusan
yang dimohon oleh seorang pegawai
negar sipil, atau pegawai BUMN,
atau pegawai yayasan swasta yang
mendapat subsidi dari pemerintah.
Dikeluarkannya keputusan atau tidak
dikeluarkannya keputusan yang’ se-
ring dikenal dengan keputusan nega-
tif ini di dalam sengketa kepegawai-
an ini dianggap merugikan pihak ba-
wahan sehingga sengketa ini bisa di
bawa ke Peradilan Tata Usaha Ne-
gara untuk dimintakan penyelesaian.
Menurut Koencoro Purbopranoto,
keputusan atau ketetapan negatif
adalah tiap penolakan atas suatu
permohonan untu mengubah keada-
an hukum tertentu seseorang yang
sudah ada (SF Marbun dkk, 2001:
404 — 402 ), misalnya suatu pemya-
taan tidak berwenang , tidak meneri-
ma permohonan untuk dikeluarkan-
nnya suatu keputusan atau penolak-
an terhadap permohonan keputusan
yang dikeluarkan oleh pejabat atau
pimpinan suatu instansi pemerintah.
Penjelasan Pasal 1 angka 4 UU
Peratun menyatakan bahwa istilah
“sengketa® ini mempunyai arti khu-
sus sesuai dengan fungsi Peradilan
Tata Usaha Negara yaitu menilai
perbedaan pendapat mengenai pe-
nerapan hukum. Dinyatakan di sana
bahwa badan atau pejabat tata usa-
ha negara dalam mengambil kepu-
tusan pada dasamya mengemban
kepentingan umum dan masyarakat,
akan tetapi dalam hal atau kasus

Penyelesaian Sengketa Melalui
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tertentu dapat saja keputusan itu di-
rasa mengakibatkan kerugian bagi
orang atau badan hukum perdata
tertentu. Oleh karena itu dalam asas
hukum administrasi negara kepada
yang bersangkutan maksudnya pi-
hak bawahan harus diberikan ke-
sempatan untuk mengajukan gugat-
an ke Pengadilan terhadap suatu ke-
putusan yang dikeluarkan oleh ba-
dan atau pejabat TUN selaku, selaku
pimpinan dari suatu instansi peme-
rintah di mana dia bekerja.

Obyek Sengketa Tata Usaha Ne-

gara '
Mengenai obyek sengketa tata

usaha negara ini, berkaitan dengan

macam-macam perbuatan yang da-

pat dilakukan oleh alat administrasi
négara khususnya perbuatan hu-
kum. SF Marbun (1988 : 61) me-
nyatakan bahwa perbuatan peme-
nntah  atau perbuatan alat
administrasi negara terutama
perbuatan yang dilakukan oleh
pimpinan suatu instansi pemerintah
selaku alat negara yang dapat
menyebabkan terjadinya sengketa
tata usaha negara yang kemudian
bisa dibawa ke Peradilan Tata
Usaha Negara adalah perbuatan
dalam mengeluarkan keputusan atau
beschikking. Sedangkan perbuatan
alat administrasi negara lainnya
- yakni perbuatan mengeluarkan
peraturan dan perbuatan nyata
adalah merupakan wewenang dari
Mahkamah Agung (untuk saat ini
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Mahkamah Konstitusi) dan Peradilan
umum. Contoh Keputusan Tata Usa-
ha Negara yang dapat dijadikan ob-
yek sengketa tata usaha negara dan
bisa dibawa ke Peradilan Tata Usa-
ha Negara adalah keputusan pem-
berhentian dengan tidak hormat se-
bagai Pegawai Negeri Sipil yang di-
keluarkan oleh seorang pimpinan
suatu instansi dengan alasan si pe-
nerima Surat Keputusan melanggar
peraturan disiplin Pegawai Negeri Si-
pil.

Obyek sengketa tata usaha ne-
gara, selain karena dikeluarkannya
Keputusan Tata Usaha Negara yang
merugikan warga masyarakat yang
terkena Keputusan Tata Usaha Ne-
gara, berdasarkan ketentuan Pasal 3
UU Peratun adalah apabila suatu ba-
dan atau pejabat tata usaha negara
tidak mengeluarkan keputusan yang
dimohonkan kepadanya, sedangkan
hal itu merupakan kewajibannya. Di
dalam hal ini badan atau pejabat tata
usaha negara tersebut, selaku pim-
pinan suatu instansi pemerintah di-
anggap telah menolak mengeluarkan
keputusan yang dimintakan kepada-
nya oleh warga negara atau orang
yang membutuhkan keputusan tata
usaha tersebut. Oleh karenanya
apabila dalam jangka waktu tertenty
sebagaimana telah ditetapkan dalam

dan atau pejabat pemerintah yang
dalam hal ini diwakili oleh pimpinan

dari organisasi pemerintah tadi ber-
sifat diam dalam arti tidak mau me-



ngeluarkan Keputusan Tata Usaha
yang dimintakan kepadanya maka ia
dianggap telah mengeluarkan peno-
lakan atau sering dikenal dengan is-
tilah mengeluarkan keputusan nega-
tif. Keputusan negatif, digugat ke
Peradilan Tata Usaha Negara bisa
juga terjadi apabila ada seorang pe-
jabat atau pimpinan suatu instansi
pemerintah mendeponir permohonan
keputusan yang diajukan kepadanya
dalam jangka waktu empat (4) bulan
sejak diterimanya permohonan. Apa-
bila dalam jangka waktu empat bulan
itu pimpinan instansi pemerintah ter-
sebut tetap mendeponir permohon-
an, maka ia dianggap telah menge-
luarkan keputusan penolakan dan
perbuatan pimpinan instansi peme-
rintah tersebut bisa diajukan ke Per-
adilan Tata Usaha Negara.

Oleh karena itu obyek sengketa
Peradilan Tata Usaha Negara ada-
lah keputusan yang telah dikeluar-
kan oleh badan atau pejabat tata
usaha negara yang dirasa merugi-
kan warga masyarakat, atau kepu-
tusan negatif yang dikeluarkan oleh
badan atau pejabat tata usaha ne-
gara. Keputusan negatif itu bisa be-
rupa keputusan penolakan atau per-
buatan pimpinan suatu instansi pe-
merintah yang mendeponir permo-
honan warga masyarakat untuk dike-
luarkannya sebuah keputusan yang
diperiukan oleh warga tersebut.

Ciri-ciri Keputusan Tata Usaha
Negara yang dapat dibawa ke Per-
adilan Tata Usaha Negara adalah
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Keputusan yang dibuat atau dike-
luarkan oleh pimpinan suatu instansi
pemerintah selaku alat administrasi
negara sebagaimana yang tertuang
dalam ketentuan Pasal 1 angka 3
UU Peratun. Namun demikian, mes-
kipun suatu keputusan yang dibuat
oleh alat administrasi negara tefah
memenuhi unsur atau ciri-Ciri kepu-
tusan tata usaha negara sebagai-
mana termuat dalam Pasal 1 angka
3 UU Peratun, yakni dikeluarkan
oleh badan atau pejabat tata usaha

- negara; berisi tindakan hukum tata

usaha negara; bersifat konkrit, in-
dividual dan final; serta menimbulkan
akibat hukum bagi seseorang atau
badan hukum perdata, ada suatu ke-
putusan yang oleh Undang-undang
dinyatakan tidak dapat dijadikan se-
bagai obyek sengketa tata usaha ne-
gara yang bisa dibawa ke Peradilan
Tata Usaha negara. Hal inilah yang
seringkali dikatakan sebagai pemba-
tasan-pembatasan terhadap obyek
sengketa Peratun. Pembatasan-
pembatasan tersebut dimuat dalam
pasal 2 UU Peratun. Pasal 2 UU Pe-
ratun menyatakan bahwa keputusan-
keputusan berikut tidak termasuk ob-
yek sengketa Peratun, yakni:

1. Keputusan TUN yang merupa-
kan perbuatan hukum perdata,.
misalnya penetapan mengenat
kerja sama usaha antara ins-
tansi pemerintah dengan pi-
hak swasta;

2. Keputusan TUN yang merupa-
kan pengaturan yang
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umum, maksudnya keputusan
pemerintah yang dikategori-
kan sebagai peraturan;

3. Keputusan TUN yang masih
memeriukan persetujuan dari
atasan yang berwenang mau-
pun instansi yang lebih tinggi;

4. Keputusan TUN yang dike-
luarkan berdasarkan ketentu-
an hukum pidana;

5. Keputusan TUN yang dike-
luarkan atas dasar hasil pe-
meriksaan badan peradilan:

6. Keputusan TUN mengenai Ta-
taUsaha ABRIl,

7. Keputusan Panitya Pemilu pu-
sat maupun daerah mengenai
hasil Pemilu.

Ada juga keputusan TUN yang.

merugikan warga masyarakat akan
tetapi tidak bisa langsung di bawa ke
Peradilan Tata Usaha Negara, akan
tetapi harus diselesaikan melalui ins-
tansi di luar peradilan terlebih dahu-
lu- Baru setelah diselesaikan melalui
instansi di luar peradilan dan warga
masyarakat masih terasa dirugikan
bisa membawa masalahnya ke ba-
dan pengadilan. Untuk.hal ini bisa di-
lihat dalam pembahasan mengenai
prosedur penyelesaian sengketa me-
lalui Peradilan Tata Usaha Negara.

Alasan-alasan untuk mengajukan
gugatan melalui Peradilan Tata
Usaha Negara

Seseorang atau badan hukum
perdata yang merasa dirugikan hak-
nya dengan dikeluarkannya Kepu-
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tusan Tata Usaha Negara atau tidak
dikeluarkannya Keputusan yang te-
lah dimohon pada pejabat atau pim-
pinan instansi pemerintah yang ber-
wenang dapat mengajukan gugatan
ke Peradilan Tata Usaha Negara,
dengan alasan-alasan yang termuat
di dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2
UU Peratun. Ketentuan dalam Pasal
93 ayat 2 UU Peratun ini, di samping
dapat dipakai sebagai petunjuk bagi
penggugat dalam membuat alasan-
alasan untuk mengajukan gugatan
ke Peradilan Tata Usaha Negara ju-
ga dipakai sebagai dasar penguijian
dan dasar pembatalan bagi penga-
dilan dalam menilai apakah Keputus-
an Tata Usaha Negara yang digugat
itu bersifat melawan hukum atau ti-

- dak sehingga kemudian hakim Per-

adilan Tata Usaha Negara dapat
menjatuhkan putusan bahwa Kepu-
tusan Tata Usaha Negara yang di-
gugat itu periu dinyatakan batal atau
tidak (Penjelasan Pasa 53 ayat (2)
UU Peratun). Adapun alasan-alasan
yang dapat digunakan dalam me-

_ ngajukan gugatan ke Peradilan Tata
- Usaha Negara dan dasar pengujian

oleh hakim TUN tersebut, antara lain
adalah :

1. Keputusan yang digugat itu
bertentangan dengan peratur-
an perundang-undangan yang
berlaku baik itu dilihat dari sisi
prosedur pengeluaran kepu-
tusan yang disengketakan,
maupun substansifisi keputus-
an juga berwenang atau ti-



daknya badan atau pejabat
TUN yang mengeluarkannya.
Sebagai contoh : sebelum ke-
putusan pemberhentian PNS
dikeluarkan seharusnya pega-
wal yang bersangkutan diberi
kesempatan untuk membela
diri, akan tetapi hal ini tidak di-
lakukan langsung keluar se-
buah keputusan pemberhenti-
an sebagai Pegawai Negeri
Sipil;

. Badan atau pejabat Tata Usa-
ha Negara pada waktu me-
ngeluarkan keputusan yang
disengketakan itu telah meng-
gunakan wewenangnya untuk
tujuan lain dari maksud diberi-
kannya wewenang tersebut.
Sering juga keputusan yang
demikian ini dikatakan meru-
pakan keputusan yang dibuat
berdasarkan periyalah gunaan
wewenang. Sebagai contoh :
Keputusan Tata Usaha Nega-
ra mengenai pemberian izin
bangunan atas sebidang ta-
nah, pada hal dalam peraturan
dasamya tanah tersebut diper-
untukkan bagi jalur hijau;

. Badan atau pejabat Tata Usa-
ha Negara pada waktu me-
ngeluarkan atau tidak menge-
luarkan keputusan yang di-
sengketakan setelah memper-

timbangkan semua kepenting:-

an yang tersangkut dengan
keputusan itu seharusnya ti-
dak sampai pada pengambilan
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atau tidak pengambilan kepu-
tusan tersebut. Perbuatan ba-
dan atau pejabat Tata Usaha
Negara yang yang menge-
luarkan keputusan seperti ini
sering dikatakan melakukan
perbuatan yang sewenang-
wenang. Sebagai contoh <ke-
putusan pensiun seorang Pe-
gawai Negeri Sipil dengan ala-
san kesehatan yang tidak di-
lengkapi dengan pendapat
Dewan Pertimbangan Kese-
hatan Pegawai.

Susunan Pengadilan Dalam Ling-
kup Peradilan Tata Usaha Negara
Adapun susunan Peradilan Tata
Usaha Negara, pada tingkat pertama
dilakukan oleh Pengadilan Tata Usa-
ha Negara (PTUN) yang dibentuk
dengan Keputusan Presiden dan
berkedudukan di ibukota kabupaten
atau kota yang daerah hukumnya
meliputi wilayah kabupaten atau kota
di mana PTUN itu berada. Peradilan
tingkat ke dua dialkukan oleh Pe-
ngadilan Tinggi Tata Usaha Negara
(PTTUN) yang dibentuk dengan Un-
dang-Undang dan berkedudukan di
ibukota propinsi, daerah hukummya
meliputi wilayah propinsi di mana
PTTUN itu berada. Susunan peradil-
an ini berpuncak pada Mahkamah
Agung sebagai puncak peradilan ter-
tinggi yang berkedudukan di Jakarta
sebagai ibukota negara (lihat keten-
tuan Pasal 5, 6, 8, 9 dan 10 UU Per-
adilan Tata Usaha Negara). Struktur
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susunan peradilan ini mirip dengan
struktur peradilan umum, namun alur
perkara dalam lingkungan peradilan
umum berbeda dengan ngkungan
Peradilan Tata Usaha Negara. Per-
bedaan tersebut disebabkan karena
dalam jalur Peradilan Tata Usaha
Negara terdapat saluran upaya ad-
ministratif (Philipus M. Hadjon dkk,
1993 : 311).

Lingkungan Peradilan Tata Usa-
ha Negara ini merupakan lingkungan
peradilan yang baru yang pemben-
tukannya memeriukan perencanaan
dan persiapan yang matang oleh pe-
merintah maka pembentukan per-
adilan di lingkungan Peratun belum
dapat dilakukan secara sekaligus te-
tapi dilakukan secara bertahap (pen-
jelasan Pasal 145 Uy Peratun), se-
hingga dapat, kita pahami apabila
sampai saat ini belum semua wiia-
yah kabupaten atau kota di Indone-
sia terdapat PTUN dan juga belum di
setiap ibukota propinsi terdapat PT-
TUN. Untuk mengatasi keterbatasan
pemerintah dalam pembentukan PT-
UN dan PTTUN ini, maka seorang
~Penggugat yang ingin mengajukan
gugatan ke PTUN atau PTTUN da-
pat mengajukan gugatannya ke PT-
UN atau PTTUN yang wilayah hu-
kumnya dekat dengan tempat tinggal
penggugat.

-
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Prosedur penyelesaian sengketa
melalui Peratun

Pada pembahasan di muka te-
lah diketengahkan bahwa dalam
Peradilan Tata Usaha Negara dike-
nal saluran upaya administratif. Upa-
ya administratif ini berdasarkan ke-
tentuan penjelasan Pasal 48 ayat (1)
adalah suatu prosedur yang dapat
ditempuh oleh seseorang atau ba-
dan hukum perdata apabila ia tidak
puas terhadap suatu keputusan tata
usaha negara yang dikeluarkan oleh
badan atau pejabat Tata Usaha Ne-
gara cq pimpinan suatu instansi pe-
menntah. Prosedur tersebut dilak-
sanakan di lingkungan pemerintah
sendin dan terdiri dari dua bentuk

. yakni banding administratif dan pro-

sedure keberatan (Djoko Prakoso,
1988 : 212). Banding administratif
adalah penyelesaian sengketa yang
dilakukan oleh instansi atasan atau
instansi lain dari badan atau peja-
bat/pimpinan instansi yang menge-
luarkan Keputusan Tata Usaha Ne-
gara. Sedangkan prosedur keberat-
an adalah penyelesaian sengketa le-
wat instansi yang mengeluarkan ke-
putusan. ' *

Dapat dikatakan bahwa tidak
setiap Keputusan Tata Usaha Ne-
gara dapat langsung digugat melalui
Peradilan Tata Usaha Negara. Ter-
hadap Keputusan TUN yang menge-
nal adanya upaya administratif di-
syaratkan untuk menggunakan saiy-
ran upaya tersebut. Hal ini dikemu-



kakan dalam ketentuan Pasal 48 UU
Peratun yang menyatakan bahwa :

1. Dalam hal suatu badan atau
pejabat TUN diberi wewenang
oleh atau berdasarkan per-
aturan perundang-undangan
untuk menyelesaikan secara
administratif sengketa Tata
Usaha Negara tertentu, maka
sengketa Tata Usaha Negara
tersebut harus diselesaikan
melalui upaya administratif
yang tersedia;

2. Pengadilan baru berwenang
memeriksa, memutuskan, dan
menyelesaikan sengketa Tata
Usaha Negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1, jika
seluruh upaya administratif
yang bersangkutan telah digu-
nakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal
51 ayat 3 UU Peradilan Tata Usaha
negara, terhadap Keputusan Tata
Usaha Negara yang memungkinkan
adanya upaya administratif dalam
hal ini "banding administratif”, apabi-
la banding pada instansi atasan atau
instansi lain dari instansi yang me-
ngeluarkan keputusan sudah ditem-
puh, akan tetapi tergugat masih me-
rasa dirugikan haknya maka gugatan
langsung ditujukan kepada Pengadi-
lan Tinggi Tata Usaha Negara (Per-
adilan Tingkat l1). Apabila upaya ad-
ministratif yang telah ditempuh oleh
administrabel (warga masyarakat
yang dirugikan haknya) melalui “pro-
sedur keberatan” yakni penyelesaian
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sengketa yang dilakukan sendiri oleh
badan atau pejabat/pimpinan instan-
si pemerintah yang mengeluarkan
keputusan, maka seandainya akan
mengajukan gugatan ke Peradilan
Tata Usaha Negara, berdasarkan
Surat Edaran Mahkamah Agung No.
2 tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991,
gugatan diajukan peradilan TUN
tingkat pertama yakni ke Pengadilan
Tata Usaha Negara, tidak ke Penga-
dilan Tinggi TUN (Philipus M. Had-
jon, 1993 : 312-313, lihat juga SF
Marbun, 1988 : 78-79).

Dengan demikian, ada dua (2)
ketentuan terhadap sengketa TUN
yang akan dibawa ke Peradilan Tata
Usaha Negara. Pertama, terhadap
sengketa TUN yang tidak mengenal
saluran upaya administratif penggu-
gat langsung dapat mengajukan gu-
gatan ke Pengadilan Tata Usaha Ne-
gara (PTUN) atau peradilan tingkat
pertama. Kedua, terhadap sengketa
Tata Usaha Negara yang mengenal
penyelesaian sengketa melalui salu-
ran upaya administratif upaya terse-
but harus ditempuh terlebih dahulu.
Apabila saluran administratif yang
tersedia dan telah ditempuh adalah
banding administratif, dalam arti pe-
nyelesaian sengketa yang telah di-
tempuh dilakukan melali instansi ata-
san atau instansi lain dari instansi
yang mengeluarkan keputusan maka
penyelesain sengketa TUN yang da-
pat ditempuh oleh penggugat apabila
ingin membawa masalahnya ke Per-
atun adalah melalui Pengadilan
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Tinggi Tata Usaha Negara. Jadi
langsung ke peradilan tingkat dua.
Akan tetapi kalau saluran adminis-
trasi yang tersedia dan telah ditem-
puh adalah prosedure keberatan da-
lam arti penyelesaian sengketa TUN
telah dilakukan lewat instansi atay
pejabat yang mengeluarkan keputus-
an, maka apabila akan membawa
masalahnya ke Peratun gugatan ha-
rus diajukan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara atau peradilan pada
tingkat pertama.

Tuntutan yang dapat diajukan
penggugat dalam penyelesaian
sengketa melalui Peradilan Tata
usaha Negara

Penggugat dalam hal ini warga
masyarakat yang merasa dirugikan
kepentingannya baik seseorang
maupun badan hukum perdata, dan
melakukan gugatan sengketa TUN
melalui Peradilan Tata Usaha Nega-
ra dapat mengajukan beberapa tun-
tutan, antara lain yaitu : Pertama,
tuntutan pokok yakni permohonan
pembatalan atau pemyataan tidak
sah terhadap keputusan yang di-
sengketakan; Kedua, tuntutan tam-
bahan yang berupa tuntutan ganti ru-
gi dan atau rehabilitasi (Pasal 53
ayat 1 UU Peratun). Tuntutan reha-
bilitasi hanya berlaku untuk sengketa
kepegawaian, tidak berlaku untuk
sengketa Tata Usaha Negara lain-
nya. Hal ini dilakukan mengingat re-
habilitasi ini merupakan pemulihan
hak-hak penggugat dalam kemam-
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puan kedudukan, harkat, dan marta-
batnya sebagai pegawai negeri se-
perti semula sebelum ada keputusan
yang disengketakan. Di dalam hal
haknya menyangkut suatu jabatan
dan pada waktu putusan pengadilan
jabatan tersebut temyata telah diisi
oleh pejabat lain, maka yang ber-
sangkutan dapat diangkat dalam ja-
batan lain yang setingkat dengan ja-
batan semula. Akan tetapi apabila
hal itu tidak mungkin, maka yang
bersangkutan akan diangkat kembali
pada kesempatan pertama setelah
formasi dalam jabatan yang seting-
kat atau apabila hal itu juga tidak da-
pat dilakukan pemberian kompen-
sasi. Ketentuan-ketentuan di atas di-

_berikan kepada penggugat yang gu-

gatannya dikabulkan oleh peradilan
baik pada tingkat pertama, kedua
maupun pada tingkat ketiga. Dengan
demikian ketentuan tersebut berlaku
untuk penggugat yang dimenangkan
oleh pengadilan, dan keputusan pe-
ngadilan tadi telah mempunyai- ke-
kuatan hukum yang mengikat.
Menurut ketentuan Pasal 9 dan
Pasal 10 PP No. 43 Tahun 1991 ten-
tang Ganti Rugi dan Tata Cara Pe-
laksanaannya pada Peradilan Tata
Usaha Negara, dalam hal putusan
Peradilan Tata Usaha Negara yang
menyangkut rehabilitasi tidak dapat
dilaksanakan atau tidak dapat sem-
purna dilaksanakan maka penggugat
(dalam hal ini pegawai negeri yang

~dirugikan haknya) dapat mengajukan

permohonan agar tergugat (dalam



hal ini badan atau pejabat Tata Usa-
ha Negara/pimpinan suatu instansi
pemerintah yang mengeluarkan atau
tidak mengeluarkan keputusan yang
disengketakan) dibebani kewajiban
untuk membayar kompensasi. Kom-
pensasi ini diberikan karena suatu
putusan Peradilan Tata Usaha Ne-
gara di bidang kepegawaian adaka-
lanya tidak dapat direalisir sebagai-
mana mestinya. Dalam hal penetap-
an pengadilan menyatakan bahwa
seseorang pegawai negeri tidak ber-
salah melakukan suatu perbuatan
yang semula disangkakan kepada-
nya oleh pimpinan instansinya, se-
hingga diterbitkan sebuah keputusan
yang merugikan pegawai negeri
yang bersangkutan. Untuk itu pada
prinsipnya ia harus dikembalikan ke-
pada status dan jabatan semula, se-
belum dikeluarkan sebuah keputus-
an yang merupakan hukuman disi-
plin yang dijatuhkan kepadanya.
Akan tetapi karena telah ternjadi per-
ubahan dari keadaan semula yang ti-
dak memungkinkan pegawai yang
bersangkutan dikembalikan pada ke-
dudukan, status dan jabatan semula,
maka pegawai tersebut dapat diberi-
kan kompensasi berupa sejumiah
uang yang dibebankan pada ke-
uangan negara.

Di dalam praktek selama ini, re-
habilitasi yang telah diputuskan oleh
pengadilan banyak mengalami ke-
macetan, kareria kewajiban untuk
melakukan rehabilitasi ini adalah ins-
tansi tergugat yang dipimpin oleh ter-
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gugat selaku pejabat pemernintah
atau Pejabat Tata Usaha Negara,
sedangkan hak rehabilitasi yang di-
tetapkan oleh pengadilan ini ada pa-
da penggugat sehingga pada akhir-
nya rehabilitasi ini sangat tergantung
penentuannya pada instansi tergugat
terutama kebijakan pimpinan dari su-
atu instansi. Oleh karenanya pihak
penggugat oleh pengadilan diberi
hak untuk mengajukan kompensasi.
Hal ini untuk menjembatani apabila
pemulihan hak-hak penggugat tidak
dapat sempuma dikembalikan seperi
kedudukan, status dan jabatan se-
mula ( SF Marbun, 1988 : 75).

Kesimpulan

Ada berbagai cara penyelesaian
sengketa untuk mengurangi konflik
yang terjadi di dalam masyarakat.
Penyelesaian sengketa yang timbuli
akibat dan dikeluarkannya sebuah
keputusan atau tidak dikeluarkannya
sebuah keputusan oleh pimpinan su-
atu organisasi atau instansi pemefin-
tah selaku badan atau pejabat Tata
Usaha Negara, dapat dilakukan me-
lalui Peradilan Tata Usaha Negara.
Penyelesaian sengketa melalui Per-
adilan Tata Usaha Negara ini bisa di-
lakukan oleh seseorang yang berke-
dudukan sebagai anggota masyara-
kat maupun seorang pegawai negeri
dan juga badan hukum perdata se-
laku penggugat yang merasa diru-
gikan oleh perbuatan pimpinan suatu
organisasi negara selaku pejabat Ta-
ta Usaha Negara melawan pimpin-
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an/pejabat Tata Usaha Negara yang
dalam hal ini berkedudukan selaku
tergugat yang telah melakukan per-
buatan mengeluarkan * keputusan
atau tidak mengeluarkan keputusan
yang merugikan warga negara. Oieh
karena itu penggugat di dalam Per-
adilan Tata Usaha Negara adalah
selalu warga negara, sedangkan pi-
hak tergugat adalah selalu badan
atau pimpinan organisasi pemerintah
selaku pejabat negara.

Namun demikian tidak semua
Keputusan Tata Usaha Negara yang
merugikan seseorang atau badan
hukum perdata langsung bisa digu-
gat lewat Peradilan Tata usaha Ne-
gara. Ada pembatasan-pembatasan

tertentu mengenai Kuputusan Tata

Usaha Negara yang bisa digugat le-
wat Peradilan Tata Usaha Negara,
antara lain hanyalah keputusan yang
bersifat penetapan, dan juga apabila
ditentukan harus menempuh upaya
administratif terlebih dahulu sebelum
diajukan gugatan melalui Peradilan
Tata Usaha Negara, maka upaya ad-
ministratif harus ditempuh lebih da-
hulu. Baru setelah upaya adminitratif
ditempuh serta belum didapat pe-
nyelesaian yang memuaskan, maka
barulah sengketa tersebut bisa diaju-
kan ke Peradilan Tata Usaha Nega-
ra.

Hal-hal yang bisa dituntut me-
lalui Peradilan Tata Usaha Negara,
yakni : Pertama, tuntutan pokok be-
rupa tuntutan agar Keputusan Tata
Usaha Negara yang disengketakan
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dinyatakan batal atau tidak sah oleh
Peradilan Tata Usaha Negara; Ke-
dua, tuntutan tambahan yang beru-
pa ganti rugi. Untuk sengketa kepe-
gawaian bisa disertai tuntutan tam-
bahan yang berupa rehabilitasi. Apa-
bila rehabilitasi tidak dapat dilak-
sanakan dengan sempuma maka
dapat dilakukan tuntutan tambahan

berupa pemberian kompensasi.
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